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Abstrak 

 
Penelitian ini mengembangkan model kepatuhan pajak sukarela Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) berdasarkan teori Slippery Slope Framework. Penelitian bertujuan mengetahui 
efektifitas dan kelayakan program khusus dari Direktorat Jenderal Pajak terhadap sektor UMKM untuk 
meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Variabel Kepercayaan terhadap Otoritas akan dirancang dan 
dibentuk dari variabel persepsi atas Insentif Pajak dan Kepuasan Wajib Pajak atas pelaksanaan program 
Business Development Service oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jenis penelitian bersifat kuantitatif dengan 
objek penelitian Wajib Pajak UMKM yang telah diberikan program Business Development Service pada 
KPP Pratama Purbalingga. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dalam bentuk google 
formulir yang disampaikan melalui aplikasi whatsapp. Jumlah sampel penelitian sebanyak 31 responden. 
Pengolahan statistik menggunakan software Smart-PLS versi 3.0. Deskripsi statistik hasil kuesioner 
menunjukkan bahwa rata-rata persepsi responden terhadap semua variabel adalah baik dan positif. 
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa Insentif Pajak maupun Kepuasan Wajib Pajak tidak mempunyai 
pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela yang diuji melalui 
mediasi Kepercayaan kepada Otoritas. Namun Kepuasan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Kepercayaan kepada Otoritas, dan Kepercayaan kepada Otoritas berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela. 

 
Kata kunci: Kepatuhan Pajak Sukarela, UMKM, Slippery Slope Framework, Kepercayaan, Insentif Pajak, 
Business Development Service, Kepuasan Wajib Pajak 

 

Abstract 
 

This study develops a voluntary tax compliance model for Micro, Small and Medium Enterprises 
(MSMEs) taxpayers based on the Slippery Slope Framework theory. This study aims to determine the 
effectiveness and feasibility of a special program from the Directorate General of Taxes for the MSME 
sector to improve voluntary tax compliance. The Trust in Authority variable will be designed and formed 
from the perception variable on Tax Incentives and Taxpayer Satisfaction on the implementation of the 
Business Development Service program by the Directorate General of Taxes. This type of research is 
quantitative with the object of research being MSME Taxpayers who have been given the Business 
Development Service program at Small Tax Office of Purbalingga. The data collection method used a 
questionnaire in the form of a google form which was submitted via the whatsapp application. The 
number of research samples was 31 respondents. Statistical processing using Smart-PLS version 3.0 
software. The statistical description of the results of the questionnaire shows that the average 
respondent's perception of all variables is good and positive. The results of the statistical test show that 
neither tax incentives nor taxpayer satisfaction have a direct or indirect effect on Voluntary Tax 
Compliance which is tested through mediation of Trust to the Authority. However, Taxpayer Satisfaction 
has a positive and significant effect on Trust in Authorities, and Trust in Authorities has a positive and 
significant effect on Voluntary Tax Compliance. 

 

Keyword: Voluntary Tax Compliance, MSMEs, Slippery Slope Framework, Trust, Tax Incentive, Business 
Development Service, taxpayer satisfaction  
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PENDAHULUAN 
Penerimaan perpajakan sangat penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan nasional 

di Indonesia. Permasalahan utama perpajakan Indonesia yang masih menjadi tantangan sampai saat ini adalah 
rasio pajak, penerimaan pajak dan kepatuhan pajak. Rasio pajak Indonesia dalam lima tahun terakhir 
berfluktuasi antara 9% -11%. Pada tahun 2019, rasio pajak Indonesia sebesar 11,6%, berada di peringkat tiga 
terbawah dari dua puluh empat negara asia pasifik (OECD, 2021). Realisasi penerimaan pajak juga berfluktuasi 
dalam lima tahun terakhir. Tahun 2020 mencapai titik penurunan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya 
akibat pandemi Covid-19, namun terjadi rebound di tahun 2021 (Lakin DJP, 2020-2021). Salah satu faktor 
utama belum idealnya rasio pajak adalah jumlah penerimaan pajak yang belum optimal. Tingkat kepatuhan 
pajak yang tinggi akan mendukung optimalisasi penerimaan pajak (Mukhlis dan Simanjutak, 2011). 

Tingkat rasio pajak sangat tergantung dari seberapa besar penerimaan pajak dapat dikumpulkan dari 
keseluruhan produk domestik bruto yang dihasilkan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019, kontribusi 
PDB Indonesia sebesar 60,5% berasal dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM ini juga 
menyumbang sebesar 96,9% pasar tenaga kerja, 99,9% dari total lapangan kerja dan 60,0% dari total 
investasi (Lakip Kementerian KUKM, 2022: 24). Hal ini berarti bahwa secara faktual sektor UMKM di 
Indonesia mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar dan strategis. Namun, berdasarkan data dari 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diketahui bahwa dalam tahun yang sama, kontribusi penerimaan pajak dari 
sektor UMKM hanya sebesar 7,5 triliun atau 1,1% dari total penerimaan PPh sebesar 711,2 triliun 
(money.kompas.com, 2021). Data kesenjangan fiskal sektor UMKM tersebut memberikan sinyal kepada 
pemerintah bahwa sektor UMKM perlu mendapatkan penanganan yang lebih serius terutama dalam 
mengoptimalkan penerimaan pajak. Beberapa indikasi penyebab kesenjangan tersebut antara lain masih 
banyak pelaku UMKM yang belum terdaftar secara formal dalam administrasi perpajakan dan tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak UMKM masih rendah. 

Tonggak reformasi perpajakan Indonesia tahun 1983 mengubah sistem pemungutan pajak dari 
Official Assessment menjadi Self Assessment. Sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak 
untuk mendaftarkan diri, melaporkan usaha, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan 
sendiri kewajiban perpajakannya. Hal ini berarti bahwa peran aktif Wajib Pajak menjadi faktor utama dalam 
pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dengan tujuan menciptakan kepatuhan sukarela (voluntary 
compliance). Tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak di Indonesia dalam lima tahun terakhir semakin 
meningkat, namun belum mampu mengangkat tingkat rasio pajak setara dengan negara-negara asia lainnya 
atau negara-negara anggota OECD (Laporan Tahunan DJP, 2018-2020; Laporan Kinerja DJP, 2021-2022). 
Kepatuhan Pajak yang tinggi tetap masih menjadi program sekaligus tantangan ke depan bagi pemerintah 
Indonesia dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan perpajakan sukarela merupakan unsur penting 
perwujudan otoritas pajak yang kuat (Bodea dan Lebas, 2016). Kepercayaan kepada otoritas berpengaruh 
meningkatkan kepatuhan pajak sukarela (Radityo, et.al, 2019; Fauziati et.al, 2021). Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP) telah mencoba mengadopsi dimensi kepercayaan kepada otoritas tersebut untuk dapat meningkatkan 
kepatuhan sukarela terutama untuk Wajib Pajak UMKM melalui dua program khusus yaitu Insentif Pajak dan 
Business Development Service (BDS). 

Komitmen dan keberpihakan pemerintah kepada UMKM sangat jelas terutama pada saat krisis ekonomi 
dan terkini terkait dengan Pandemi Covid-19. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memberikan 
stimulus ekonomi kepada UMKM sebesar 123,46 triliun, yang dialokasikan dalam berbagai sektor dan 
instrumen (Media Keuangan, 2020). Salah satu perwujudannya adalah dukungan regulasi perpajakan berupa 
insentif pajak UMKM. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pemerintah memberikan 
relaksasi perpajakan dengan menurunkan tarif PPh Final yang sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5% bagi 
Wajib Pajak yang memiliki usaha dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 milyar per tahun. Selanjutnya, 
pada masa Pandemi Covid-19, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Nomor 149/PMK.03/2021 diberikan insentif atas PPh Final PP 23 Tahun 2018 
tersebut Ditanggung oleh Pemerintah mulai 1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2021. 
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Business Development Service merupakan pendekatan bersifat end to end terhadap UMKM yang 
dilaksanakan oleh DJP mulai tahun 2015 (Lakin DJP, 2016). Bentuk dukungan pemerintah atas program 
tersebut diwujudkan dengan menjalin program kemitraan dengan penyedia BDS (BDS provider) terutama 
untuk aspek non keuangan (Akhmad et.al, 2018). Berbagai bentuk layanan pengembangan usaha tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepuasan Wajib Pajak UMKM yang akan memperkuat tingkat 
kepercayaan Wajib Pajak terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Kotler (1996) dalam Norhermaya 
(2016) kepuasan pelanggan adalah pemenuhan atas suatu harapan dan kebutuhan pelanggan atas 
penggunaan suatu produk atau jasa yang tercermin dari perasaan dan penilaian emosional dari pelanggan. 
Sedangkan Danesh et.al (2012) mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan 
terhadap kepercayaan pelanggan. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari teori Slippery Slope Framework (Kirchler et.al, 2008), 
dimana dimensi Trust in authority akan diuji dengan variabel persepsi atas insentif pajak dan kepuasan atas 
program BDS untuk merancang model kepatuhan pajak sukarela. Beberapa penelitian sebelumnya terkait 
insentif pajak dan BDS belum menghasilkan temuan yang konklusif terhadap kepatuhan pajak. Rachmawati 
(2016), Putri (2020) dan Alfina dan Diana (2021) menyatakan bahwa insentif pajak yang diberikan oleh 
otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun demikian penelitian 
oleh Dewi et.al (2020) menegaskan bahwa insentif pajak yang diberikan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan pajak. Hardiyanti (2020) dan Koesherawati et.al (2022) mengungkapkan bahwa aspek pelaksanaan 
BDS dan BDS yang diukur melalui proksi pengetahuan pencatatan atau pembukuan, pengetahuan perpajakan 
dan penghitungan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun hasil penelitian berbeda oleh 
Putranto dan Ariani (2020), menyatakan bahwa program BDS melalui pelatihan, pembinaan dan 
pendampingan bagi UMKM tidak berpengaruh positif dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kedepan mengenai efektifitas maupun kelayakan 
keberlanjutan program insentif pajak dan BDS oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan 
pajak sukarela sektor UMKM. 

 
TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
Kepatuhan Pajak 

Definisi Kepatuhan Pajak adalah kemauan Wajib Pajak untuk menaati peraturan perpajakan 
(Andreoni et.al, 1998). James dan Alley (2002) merumuskan kepatuhan pajak sebagai ukuran bahwa Wajib 
Pajak mematuhi setiap peraturan perpajakan. Kepatuhan Pajak juga dapat diartikan sebagai pemenuhan 
kewajiban pelaporan pajak yang dilaksanakan dengan benar, akurat dan tepat waktu sesuai ketentuan 
peraturan perpajakan (Devos, 2005). Kepatuhan pajak meliputi kepatuhan formal yang bersifat administratif 
dan kepatuhan material yang bersifat teknis (Yanah, 2013). 

Teori kepatuhan pajak berkembang dinamis dari waktu ke waktu. Pada awalnya sekitar tahun 1960- 
1970an studi atas kepatuhan pajak berdasarkan atas economic deterrence model dengan variabel seperti 
pemeriksaan, sanksi dan tarif pajak (Allingham dan Sandmo, 1972; Andreoni et.al, 1998). Pendekatan ini 
berdasarkan perspektif economic rationality yaitu Wajib Pajak adalah makhluk rasional yang secara ekonomi 
akan memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi atau menghindari membayar pajak (Komara et.al, 
2020). Hasil penelitian dengan berbagai variabel deterrence tersebut, belum cukup untuk dapat mengurai 
dan menjelaskan masalah kepatuhan pajak (Ratmono, 2014). Perkembangan teori kepatuhan pajak 
selanjutnya cenderung bergerak kepada variabel disiplin ilmu psikologi dan sosiologi (Wenzel 2004; Kirchler 
et.al. 2008; van Dijke and Verboon 2010). 

Pendekatan bersifat behavioural cooperation berpandangan bahwa Wajib Pajak pada dasarnya 
merupakan warga negara yang baik. Pandangan ini tentunya harus ditunjang dengan peningkatan pelayanan 
(service) dan penghargaan (deference) dari otoritas pajak (Komara et.al, 2020). Penelitian oleh Arham dan 
Firmansyah (2021) merumuskan determinan dan menganalisis peran teori perilaku dalam menjelaskan 
kepatuhan pajak. Teori yang umumnya digunakan adalah Theory of Plan Behaviour, Attribution Theory, Social 
Learning Theory, Theory of Reasoned Action dan Theory of Moral Development. Variabel bebas yang sering 
digunakan adalah pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak. Penelitian ini berdasarkan teori 
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Slippery Slope Framework yang masih relatif baru, dimana model kepatuhan pajak sukarela akan diuji melalui 
variabel persepsi atas insentif pajak dan kepuasan Wajib Pajak atas program Business Development Service 
dengan kepercayaan terhadap otoritas sebagai variabel mediasi. 

 

Teori Slippery Slope Framework 
Berdasarkan teori Slippery Slope Framework (Kirchler et.al, 2008), kepatuhan pajak dapat 

direpresentasikan dalam suatu slippery slop framework yaitu integrasi dua dimensi utama yaitu kekuatan 
kekuasaan (power of authority) dan kepercayaan kepada otoritas (trust in authority). Dimensi kepercayaan 
kepada otoritas mendorong kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela (voluntary compliance) dan dimensi 
kekuatan kekuasaan menciptakan kepatuhan yang dipaksakan (enforced compliance) (Wahl et.al, 2010; 
Kogler et.al, 2013). 

Gambar 1 
Model Slippery Slope Framework 

Sumber: (Kirchler et.al, 2008) 
 

Penelitian lebih lanjut oleh Katslunger et.al (2013) menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan 
variabel determinan utama terjalinnya kerjasama. Hal ini berarti bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Hasil penelitian Damayanti dan Martono 
(2018) menunjukkan bahwa kekuatan kekuasaan dan kepercayaan Wajib Pajak secara simultan maupun 
parsial berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pengujian empiris atas teori slippery slope framework ini 
selanjutnya berkembang atas objek di 44 negara oleh Batrancea et.al (2019) yang menghasilkan temuan 
bahwa kekuasaan atau otoritas pajak dan kepercayaan terhadap otoritas meningkatkan kepatuhan pajak dan 
mengurangi penghindaran pajak pada lingkungan masyarakat yang berbeda latar belakang budaya, ekonomi, 
politik dan sosial. 

 

Insentif Pajak 
Pengertian Insentif Pajak menurut Melese (2013) adalah kebijakan pemerintah dalam bentuk tax 

allowance, tax holiday, pengurangan tarif, percepatan depresiasi, dan loss carry forward dengan tujuan 
mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan usaha. Holland & Vann (1998) merumuskan jenis insentif 
pajak menjadi lima yaitu tax holidays, investment allowance and tax credits, timing differences, reduced tax 
rates, dan free economic zone. Insentif pajak yang diberikan kepada UMKM dalam masa pandemi Covid-19 di 
Indonesia termasuk ke dalam kategori reduced tax rates yaitu pengurangan tarif pajak. Kebijakan insentif 
pajak memberikan dukungan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat bertahan lebih baik di 
masa pandemi Covid 19 (Leong et.al, 2020). 

Pengaruh atas pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan pajak telah banyak dilakukan, namun 
belum memperoleh kesimpulan yang kokoh. Hasil penelitian Rachmawati (2016) menyatakan bahwa insentif 
pajak yang diberikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Putri (2020) mengungkapkan bahwa terdapat peningkatan 
kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Lebih 
lanjut penelitian oleh Alfina dan Diana (2021) menunjukkan insentif pajak pada saat pandemi Covid-19 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam menyampaikan surat 
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pemberitahuan tahunan. Namun hasil penelitian oleh Dewi et.al (2020) menegaskan bahwa insentif pajak 
yang diberikan saat pandemi Covid-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. 
Business Development Service 

Business Development Service (BDS) adalah layanan oleh pihak tertentu yang bersifat strategis dan 
operasional dalam bentuk pelatihan, konsultasi, nasehat, dukungan pemasaran, informasi, pengembangan, 
teknologi, promosi usaha, bantuan manajemen dan teknis keuangan, dengan tujuan meningkatkan kinerja 
perusahaan yang berorientasi langsung ke pasar dan daya saing (ILO, 2001). Program ini dikembangkan oleh 
Komite Negara Donor dalam skala dunia dengan tujuan membantu pengembangan usaha mikro, kecil dan 
menengah. Imamah (2008) mengungkapkan bahwa Business Development Service berperan signifikan 
terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). BDS berperan dalam meningkatkan 
efektifitas kewirausahaan pada usaha kecil dan menengah (Okeyo, 2014). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
mengadopsi program ini mulai tahun 2015 dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan 
perpajakan UMKM dengan tujuan khusus mengubah perilaku UMKM menuju kepatuhan pajak sukarela. 
Dalam implementasinya, BDS dilaksanakan secara mandiri dan independen oleh DJP atau secara kolaboratif 
dengan bekerja sama dengan kementerian lain, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya yang relevan (OECD, 
2021: 52-53). 

Penelitian atas pengaruh BDS yang dilaksanakan oleh DJP terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
belum memiliki kesimpulan yang konklusif. Hardiyanti (2020) mengungkapkan bahwa aspek pelaksanaan BDS 
mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian lebih lanjut oleh Koesherawati et.al 
(2022) menyatakan bahwa BDS yang diukur melalui proksi pengetahuan pencatatan atau pembukuan, 
pengetahuan perpajakan dan penghitungan pajak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan 
Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Putranto dan Ariani (2020) yang memberikan 
kesimpulan bahwa program BDS melalui pelatihan, pembinaan dan pendampingan bagi UMKM tidak 
berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan 
perspektif perilaku yaitu kepuasan Wajib Pajak UMKM atas hasil pelaksanaan program Business Development 
Service oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

 

Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak 
Kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas pajak mempunyai kaitan dengan kepatuhan pajak. 

Beberapa penelitian menghasilkan temuan bahwa kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas pajak 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Serim dan Yağanoğlu, 2017; Rahma, 2019; Octavianny, 2019; 
Latief et.al, 2020). Namun, terdapat juga hasil penelitian yang menunjukkan hasil sebaliknya, kepercayaan 
terhadap otoritas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Haniv, 2020; Sari dan Hermanto, 2020). Data 
tersebut memberikan gambaran bahwa hasil penelitian pengaruh variabel kepercayaan Wajib Pajak dalam 
menjelaskan kepatuhan pajak masih belum menghasilkan kesimpulan yang seragam. 

Beberapa penelitian menggunakan variabel kepercayaan sebagai variabel mediasi (intervening) untuk 
menjelaskan kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepercayaan sangat sesuai dalam 
memediasi variabel bebas terhadap variabel terikat kepatuhan pajak. Penelitian Ratmono (2014) 
menunjukkan bahwa sanksi pajak dan keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak 
dengan kepercayaan sebagai variabel mediasi. Hasil studi Sari dan Mangoting (2014) menyatakan bahwa 
keadilan dan komunikasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela dengan variabel kepercayaan 
sebagai pemediasi. Hakim et.al (2017) menyatakan bahwa pengaruh antara variabel keadilan prosedural 
terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak di mediasi oleh variabel kepercayaan wajib pajak. Lebih lanjut 
penelitian Latief et.al (2020) mengungkapkan bahwa kepercayaan kepada otoritas pemerintah, kebijakan 
insentif pajak dan manfaat pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan pajak. 

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
H1: Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela.  
H2: Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepercayaan kepada otoritas. 
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H3: Kepuasan Wajib Pajak UMKM atas program Business Development Service (BDS) berpengaruh positif 
terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela. 

H4: Kepuasan Wajib Pajak UMKM atas program Business Development Service (BDS) berpengaruh positif 
terhadap Kepercayaan kepada otoritas. 

H5: Kepercayaan kepada Otoritas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela. 
H6: Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela melalui Kepercayaan kepada 

Otoritas sebagai variabel mediasi. 
H7: Kepuasan Wajib Pajak UMKM atas program Business Development Service (BDS) berpengaruh positif 

terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela melalui Kepercayaan kepada Otoritas sebagai variabel mediasi. 

 

 
 

METODE PENELITIAN 

Gambar 2 
Kerangka Konseptual 

Penelitian yang dilakukan bersifat kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner. 
Data diperoleh langsung dari Wajib Pajak UMKM dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga. Populasi 
objek penelitian terbatas pada Wajib Pajak UMKM terdaftar di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Purbalingga, yang telah mengikuti program Business Development Service pada periode tahun 2019 sampai 
dengan 2021. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling yaitu Wajib Pajak UMKM yang telah 
diberikan program Business Development Service dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
Jumlah objek sebanyak 278, yang terdiri dari 112 telah mempunyai NPWP dan sisanya sebanyak 166 belum 
mempunyai NPWP. Kuesioner disebar kepada Wajib Pajak UMKM sebanyak 112 dalam periode Maret s.d. 
April 2022 dan sebanyak 31 responden telah memberikan tanggapan. 

Variabel dependen adalah Kepatuhan Pajak, variabel independen adalah Insentif Pajak dan Kepuasan 
Wajib Pajak atas program Business Development Service, sedangkan variabel mediasi (intervening) adalah 
Kepercayaan kepada Otoritas. Pengukuran indikator keempat variabel menggunakan instrumen pertanyaan 
berskala Likert lima poin dari sangat tidak setuju (1) hingga sangat setuju (5). Indikator atau instrumen 
pengukur variabel dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1 
Indikator Pengukur Variabel 

 

Analisis data statistik dilakukan menggunakan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS- 
SEM) dengan software Smart PLS 3.0. Pertimbangan penggunaan alat statistik tersebut adalah sampel yang 
dipilih bersifat purposive sampling (kriteria tertentu), jumlah sampel tidak banyak dan model digunakan 
untuk memprediksi atau mengembangkan teori. 

 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Pengumpulan Data Responden 
Kuesioner penelitian disebar kepada 112 responden Wajib Pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama 
Purbalingga yang telah berNPWP dan mengikuti program Business Development Service pada periode tahun 
2019 s.d. Tahun 2021. Media penyampaian kuesioner melalui Google formulir. Jumlah sampel yang 
terkumpul pada periode Maret s.d. April 2022 sebanyak 31 buah. 

 
Analisis Diskriptif 
Diskripsi profil responden dapat dilihat dalam tabel 2 berikut: 

Tabel 2 
Data Diskriptif Responden 

Jenis Profil Kategori Jumlah Responden Persentase 

 
Gender 

Laki-laki 17 55% 

Perempuan 14 45% 

Total 31 100% 

 

 
Usia 

s.d. 25 Tahun 8 26% 

26 s.d. 35 Tahun 10 32% 

36 s.d. 45 Tahun 9 29% 

>45 Tahun 4 13% 

Total 31 100% 

Pendidikan SD s.d. SMA 15 48% 
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 D3 1 3% 

D4/S1 14 46% 

S2 1 3% 

S3 0 0% 

Total 31 100% 

Sumber: data primer diolah 
Penilaian rata-rata atas jawaban responden dilakukan setelah terlebih dahulu menentukan interval 

kelas dan kriteria penilaian. Perhitungan interval kelas adalah sebagai berikut: 

Interval kelas =  
   Nilai Tertinggi-Nilai Terendah  

=   
   5-1  

= 0,8 
Jumlah Kelas 5 

Berdasarkan nilai interval tersebut, dapat diketahui kriteria penilaian jawaban responden pada tabel 3 
Tabel 3 

Kategori Rata-Rata Jawaban Responden 
Interval Kategori 

1.00 < a ≤ 1.80 Sangat Tidak Setuju 

1.80 < a ≤ 2.60 Tidak Setuju 

2.60 < a ≤ 3.40 Netral 

3.40 < a ≤ 4.20 Setuju 
4.20 < a ≤ 5.00 Sangat setuju 

 
Deskripsi atas hasil rata-rata jawaban responden atas setiap indikator variabel penelitian adalah 

sebagaimana terdapat dalam tabel 4 berikut: 

Tabel 4 
Diskripsi Rata-Rata Jawaban Responden 

Variabel Mean Keterangan 

Insentif Pajak 4.23 Sangat Setuju 
Kepuasan Wajib Pajak 4.41 Sangat Setuju 

Kepercayaan 4.30 Sangat Setuju 

Kepatuhan Pajak 4.37 Sangat Setuju 

Rata-rata responden memberikan tanggapan atau penilaian dengan kategori Sangat Setuju untuk 
semua indikator variabel penelitian dengan skor rata-rata > 4.20. Hal tersebut menunjukkan bahwa: 
a. Persepsi responden Wajib Pajak UMKM terhadap Insentif Pajak sangat setuju atau sangat tinggi dalam 

aspek substansi, keadilan dan dampak dari insentif pajak. 
b. Tingkat kepuasan Wajib Pajak UMKM sangat tinggi terhadap dimensi keberwujudan (tangibles), 

kehandalan (reliability), daya tanggap (responsive), jaminan (assurance), dan empati (empathy) dalam 
pelaksanaan program Business Development Service. Variabel ini mendapatkan persepsi tanggapan 
paling tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya, dengan skor 4,41. 

c. Kepercayaan Wajib Pajak UMKM sangat tinggi dalam aspek persepsi manfaat pajak, sistem 
pemerintahan, dan alokasi distribusi penerimaan pajak. 

d. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dipersepsikan sangat baik, dalam kesadaran kewajiban pajak, mengisi 
formulir pajak, membayar dan melaporkan pajak tepat waktu dan tidak terdapat tunggakan pajak. 

 
Analisis Data 
Langkah-langkah analisis data dengan SEM-PLS terdiri dari dua tahap yaitu: (1) Penilaian model bagian luar 
(outer model) atau disebut model pengukuran (measurement model) dan (2) Evaluasi model bagian dalam 
(inner model) atau disebut model struktural (structural model). 

 

Model Pengukuran (Outer Model) 
Model pengukuran akan mengkonfirmasi atau menghubungkan semua indikator atau variabel manifest 
dengan variabel konstruk (laten), yang bertujuan mengetahui validitas dan realibilitas setiap variabel konstruk 
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(laten) tersebut. 
 

Pengukuran Validitas 
Uji validitas merupakan ukuran keabsahan suatu indikator untuk dapat menjelaskan atau mewakili 

konsep, aspek dan memprediksi perilaku dari suatu variabel yang diukur. Sugiyono (2009:172) menyatakan 
bahwa validitas terpenuhi apabila suatu indikator mampu atau dapat digunakan untuk mengukur suatu 
variabel. Pengujian validitas pada SEM-PLS terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan. 
Validitas konvergen berkaitan dengan prinsip dasar bahwa indikator-indikator pengukur dari suatu variabel 
laten seharusnya berkorelasi tinggi. Validitas konvergen dipenuhi jika pengukuran dua indikator yang 
berbeda terhadap satu konstruk yang sama memperoleh skor nilai korelasi yang tinggi (Hartono, 2008). 
Validitas konvergen dapat diterima apabila nilai loading factor ≥ 0,5 (Hair et.al, 1998). Menurut Ghozali 
(2018), nilai loading factor 0,5 s.d. 0,6 masih dapat diterima. Pada aplikasi Smart PLS, indikator dikatakan 
valid jika nilai validitas konvergen ≥ 0,7. 

Validitas diskriminan berkaitan dengan prinsip dasar bahwa indikator-indikator pengukur atas suatu 
variabel laten yang berbeda seharusnya tidak mempunyai korelasi tinggi. Validitas diskriminan terpenuhi 
jika pengukuran dua variabel laten yang berbeda oleh dua indikator yang berbeda tidak menghasilkan 
korelasi tinggi. Pengukuran validitas diskriminan ditunjukkan dengan nilai Average Variance  Extracted 
(AVE), dimana validitas terpenuhi jika AVE dari varian rata-rata yang diekstraksi lebih tinggi daripada 
korelasi yang terjadi antara variabel laten yang ada (Kock and Lynn, 2012). Menurut Chin (1995) dan 
Ghozali (2018), model memenuhi validitas diskriminan yang cukup jika akar AVE setiap variabel konstruk 
(laten) lebih besar dari pada korelasi antara variabel konstruk (laten). 
Hasil pengujian validitas konvergen dapat dilihat pada output outer loadings sebagaimana terdapat di tabel 
5. 

Tabel 5 
Outer Loading-Matrix 

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa semua indikator memiliki nilai loading factor lebih dari 0,5 
sehingga dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Hasil pengujian validitas diskriminan dapat dilihat dari output 
Discriminant Validity-Fornell Larcker Criterion pada software Smart PLS sebagaimana terdapat pada tabel 6. 

 
 
 
 
 
 

Tabel 6 
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Discriminant Validity-Fornell Larcker Criterion 
 

 
 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa nilai akar AVE dari masing-masing variabel konstruk 
Insentif Pajak, Kepuasan Wajib Pajak, Kepercayaan kepada Otoritas dan Kepatuhan Pajak Sukarela lebih 
besar daripada nilai korelasi antar variabel konstruk, sehingga memenuhi persyaratan validitas diskriminan. 

 
Pengujian Realibilitas 

Realibilitas menunjukkan bahwa suatu indikator akan cenderung konsisten mendapatkan respon atau 
jawaban yang sama apabila digunakan untuk mengukur variabel yang sama pada lokasi yang berbeda. 
Tujuan pengujian realibilitas adalah untuk mengetahui konsistensi dari indikator-indikator pertanyaan 
dalam kuesioner penelitian, dimana apabila indikator tersebut digunakan kembali untuk mengukur gejala 
yang sama akan memberikan hasil yang konsisten sama (Putka and Sackett, 2010). Hasil pengukuran 
realibilitas ditunjukkan dengan nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Realibility. Variabel dikatakan reliabel 
jika nilai Cronbach alpha ≥ 0,61 (Dahlan et.al, 2014) atau nilai Composite Realibilitynya ≥ 0,7 (Nunally and 
Bernstein, 1994; Kock (2013). Biasanya nilai Composite Realibility akan lebih besar daripada Cronbach’s 
Alpha (Fornell and Lacker, 1981). Hasil pengujian realibilitas dapat dilihat dari output Construct Realibility 
and Validity software Smart PLS, sebagaimana terdapat pada tabel 7. 

 

Tabel 7 
Construct Realibility and Validity 

 
Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai Cronbach’s Aplha dan Composite Realibility semua 

variabel di atas 0,7 yang berarti bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. 
 

Model Struktural (Inner Model) 
Model struktural bertujuan untuk memprediksi hubungan sebab akibat (kausalitas) diantara variable 
konstruk (laten) yang dibangun oleh suatu teori. 
Multikolinearitas 
Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan (korelasi) antara variabel 
independen dalam sebuah model regresi (Ghozali, 2018). Multikolinearitas dalam SEM-PLS diukur dengan 
nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF ≥ 5 maka diindikasikan terdapat multikolinearitas antar 
variabel konstruk (Sarstedt et.al, 2017). Hasil pengujian ditunjukkan dengan output Collineary Statistic (VIF) 
sebagaimana terdapat dalam tabel 8. 

 
 
 
 
 

Tabel 8 
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Collineary Statistic (VIF) – Inner VIF Values 

 
Berdasarkan tabel 8 tersebut, diketahui bahwa semua variabel independen pada penelitian ini terbebas 

dari multikolinearitas. 
 

Koefisien Determinasi (R Square) 
Pengujian koefisien determinasi atau R Square bertujuan untuk mengetahui besarnya proporsi variasi 

suatu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin besar nilai R², semakin baik 
variabel independen dalam mengukur dan menjelaskan variabel dependen. Menurut Sugiono (2014), 
kriteria nilai R square dikatakan baik jika ≥ 0,6. Hasil pengujian koefisien determinasi atau R² dapat dilihat 
pada tabel 9. 

Tabel 9 
Koefisien Determinasi-R Square 

 

Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa variabel Kepercayaan kepada Otoritas dapat dijelaskan atau 
dipengaruhi oleh variabel Insentif Pajak dan Kepuasan Wajib Pajak sebesar 62,40% dan selisihnya sebesar 
37,60% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diuji dalam penelitian. Variabel Kepatuhan Pajak 
Sukarela dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel Insentif Pajak, Kepuasan Wajib Pajak dan 
Kepercayaan kepada Otoritas sebesar 57,50% dan selisihnya sebesar 42,50% dipengaruhi oleh variabel 
lainnya yang tidak diuji dalam penelitian. 

 

Model Fit 
Model Fit menggambarkan kecocokan dan kebaikan model untuk kepentingan penelitian yaitu adanya 

kesesuaian hubungan atau korelasi antara variabel yang diobservasi. Persyaratan pemenuhan model fit 
adalah nilai Standardized Root Mean Square (SRMR) harus < 0,05 (Cangur and Ercan, 2015) atau untuk 
Smart PLS adalah nilai SRMR < 0.10 atau < 0.08, Nilai RMS Theta atau Root Mean Square Theta < 0,102 dan 
nilai Normal Fit Index (NFI) > 0,9. Namun demikian menurut Haryono (2017), model yang dibangun 
dianggap sudah fit apabila nilai loading factor pada setiap indikator pada outer loading bernilai > 0,7. Hasil 
pengujian Model Fit adalah sebagaimana terdapat pada tabel 10. 

 
Tabel 10 
Model Fit 

 
 

Berdasarkan tabel 10, diketahui bahwa untuk pemenuhan persyaratan model fit pada software Smart 
PLS, model penelitian belum memenuhi persyaratan sebagai suatu model ideal untuk menjelaskan 
hubungan antara variabel yang diukur. Namun berdasarkan pendapat Haryono (2017), model sudah dapat 
dianggap fit atau sesuai karena semua nilai loading factor pada pengujian validitas konvergen-outer loading 
sudah di atas 0,7. 

 
Uji Hipotesis 
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Uji Hipotesis Pengaruh Langsung 
Pengujian hipotesis pengaruh langsung dilakukan dengan melihat nilai signifikansi variabel independen 

terhadap variabel dependen. Variabel independen dikatakan berpengaruh jika nilai T Statistiknya > 1,96  
dan p value di bawah 0,05. Hasil pengujian pengaruh langsung dapat dilihat pada output Path Coeficients 
sebagaimana terdapat dalam tabel 11. 

Tabel 11 
Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung-Path Coeeficients 

 

Berdasarkan tabel 11, dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut: 
a. Nilai T statistik variabel Insentif Pajak terhadap variabel Kepatuhan Pajak Sukarela sebesar 0,540 atau 

dibawah 1,96 dengan nilai p value sebesar 0,589 (> 0,05) artinya Insentif Pajak tidak berpengaruh 
terhadap Kepatuhan Pajak, sehingga hipotesis 1 ditolak. Hasil ini memperkuat hasil penelitian Dewi 
et.al (2020), dimana insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan pajak. 

b. Nilai T statistik variabel Insentif Pajak terhadap variabel Kepercayaan kepada Otoritas sebesar 1,789 
atau dibawah 1,96 dengan nilai p value sebesar 0,074 (> 0,05), yang berarti bahwa Insentif Pajak tidak 
berpengaruh terhadap Kepercayaan kepada Otoritas, sehingga hipotesis 2 ditolak. 

c. Nilai T statistik variabel Kepuasan Wajib Pajak atas program BDS terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela 
sebesar 1,342 atau dibawah 1,96 dengan nilai p value 0,180 (> 0,05), yang berarti bahwa Kepuasan 
Wajib Pajak atas program BDS tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela, sehingga 
hipotesis 3 ditolak. Hasil ini sesuai dengan penelitian Putranto dan Ariani (2020), walaupun terdapat 
perbedaan aspek atas BDS yang diteliti. 

d. Nilai T statistik variabel Kepuasan Wajib Pajak atas program BDS terhadap Kepercayaan kepada 
Otoritas sebesar 3,043 atau di atas 1,96 dengan nilai p value 0,002 (< 0,05) yang berarti bahwa 
Kepuasan Wajib Pajak atas program BDS berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan kepada 
Otoritas, sehingga hipotesis 4 diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian oleh Danesh et.al (2012). 

e. Nilai T statistik Variabel Kepercayaan kepada Otoritas terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela sebesar 
2,010 atau di atas 1,96 dengan nilai p value 0,045 (< 0,05) yang berarti Kepercayaan kepada Otoritas 
berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela, sehingga hipotesis 5 diterima. Hasil ini 
sesuai dengan penelitian Serim dan Yağanoğlu (2017), Rahma (2019), Octavianny (2019) dan Latief 
et.al (2020). 

 

Uji Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung 
Pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung dilakukan dengan melihat hasil output Specific Indirect Effect 
software Smart PLS, sebagaimana terdapat pada tabel 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 12 
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Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung-Specific Indirect Effects 

 
Berdasarkan tabel 12, dapat diketahui bahwa nilai p value pengaruh Insentif Pajak terhadap  

Kepatuhan Pajak Sukarela dengan variabel Kepercayaan kepada Otoritas sebagai mediasi adalah sebesar 
0,138 (> 0,05), yang berarti Kepercayaan kepada Otoritas tidak memediasi pengaruh Insentif Pajak 
terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela. Demikian juga nilai p value pengaruh Kepuasan Wajib Pajak atas 
program BDS terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela dengan variabel Kepercayaan kepada Otoritas sebagai 
mediasi adalah sebesar 0,120 (> 0,05), yang berarti Kepercayaan kepada Otoritas tidak memediasi 
pengaruh Kepuasan Wajib Pajak atas program BDS terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pengujian dan pengolahan data, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Statistik diskriptif atas hasil kuesioner menunjukkan bahwa persepsi Insentif Pajak, Kepuasan Wajib 

Pajak terhadap program Business Development Service, Kepercayaan terhadap Otoritas dan Kepatuhan 
Pajak Sukarela mendapatkan tanggapan rata-rata sangat baik oleh responden. 

2. Insentif Pajak maupun Kepuasan Wajib Pajak atas program Business Development Service (BDS) tidak 
berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela, yang 
dimediasi Kepercayaan kepada Otoritas. 

3. Kepuasan Wajib Pajak atas program Business Development Service berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Kepercayaan kepada Otoritas. 

4. Kepercayaan kepada Otoritas berpengaruh posiitif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela, 
dimana hal ini mengokohkan kembali secara empiris teori Slippery Slope Framework. 

5. Program Direktorat Jenderal Pajak untuk UMKM yaitu Insentif Pajak dan Business Development Service 
belum mampu membentuk dimensi Kepercayaan kepada Otoritas untuk dapat meningkatkan 
Kepatuhan Pajak Sukarela Wajib Pajak UMKM berdasarkan teori Slippery Slope Framework. 

Keterbatasan dan Peluang Penelitian Masa Depan 
Penelitian hanya dilakukan terhadap Wajib Pajak UMKM yang telah diberikan program Business 

Development Service di KPP Pratama Purbalingga dengan jumlah sampel yang kecil. Variabel determinan 
atas kepatuhan pajak hanya menggunakan dua variabel yang diambil dari program khusus Direktorat 
Jenderal Pajak untuk sektor UMKM. Pengujian hipotesis sebaiknya dilakukan kembali dengan sampel yang 
lebih besar dan dikombinasikan dengan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) untuk mendapatkan 
hasil penelitian yang robust dan memberikan kontribusi yang berguna. Pengembangan determinan 
kepatuhan pajak berdasarkan teori Slippery Slope Framework maupun teori lainnya masih perlu dilakukan 
lebih lanjut untuk studi di masa mendatang. Isu kontemporer potensial untuk pengembangan determinan 
kepatuhan pajak diantaranya adalah faktor adopsi teknologi dan sistem informasi, komunikasi, dan business 
intelligence. Kedepannya, kepatuhan pajak juga harus mempertimbangkan keterlibatan dan  dukungan 
pihak ketiga selain otoritas dan Wajib Pajak yaitu instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya yang relevan 
melalui bentuk sinergi dan regulasi. 
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